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1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Oarurat Nomor 3 Tahun 
1953 tcntang Pembentuka.n Daerah Tingkat IJ Di 
K.alimantan (L!:mbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Ne.gara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

Mengingat 

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a 
dan huruf b di atas, perlu ditctapkan dcngan 
Peraturan Bupati Sintang; • ' 

b. bahwa schubungan dengan adanya pcnycsuaian 
terhadap aturan perjalanan dinas, maka dipandang 
perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan 
Bupati Sintang Nomor 139 Tahun 2016 tentang 
Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Llngkungan 
Pemerintah Kabupatcn Sintang Atas Beban Anggaran 
Ptndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017; 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan 
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelqlaan Keuangan Oaerah dinyatakan 
bahwa Standar Satuan Harga merupakan saJah satu 
dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi 
kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kcpala 
Daerah; 

Menimbang 

BUPATI SINTANG, 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 139 TAHUN 2016 

TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN OINAS DI UNGKUNGAN 
PEMERlNTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIBTANG 
PROVlNSJ ~TAK BARAT 
PERATURAN BUPATI SINTAKG 

NOMOR 37 TAHUN 2017 

I 
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I 0. Peraturan .•. 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pcnyusunan Anggaran 
Pendapata.n dan Belanje Daerah Tahun Anggaran 
2017; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
l 13/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan 
Pegaww Tidak Tetap (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebaga.imana telah diubah beberapa kali dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4540), scbaga.imana telah diubah bcbcrapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Jndone&ia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Tah1.µ1 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nom~r 4355); 
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I. Kctentuan ... 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang 
Nomor 139 Tahun 2016 tcntang Standar Biaya Perjalanan 
Dinas Oi LingkUngan Pemcrintah Kabupaten Sintang Atas 
Beban Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Serita Dacrah 
Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 139), diu.bah 
SC bagai berikuC 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BVPATI SINTANG NOMOR 139 TAHUN 2016 
TENTANG STANDAR BIAYA PERJAV.NA.N DINAS DI 
UNGKUNGAN PEMERINTAH. KABUPATEN SlNTANO ATAS 
BEBAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BEU.NJA 
OAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGOARAN 
2017. 

MEMUTUSKAN: 

13. Pcraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Oacrah Kabupalcn Sintang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Dae.rah Kabupaten Sintang Nomor 7); 

10. Pcraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 
2005 tentang Kcdudukan Protokoler Dan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwalcilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah 
Kabupatcn Sintang Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan 
Lemba.ran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor l ), 
scbagaimana telah diubah beberapa ka.li terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 
Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupatcn Sintang Nomor l); 

1 1. Pcraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 
Tahun 2006 lentang Pengelolaan Keuangan Dacrah 
(Lembaran Daerah Kabupatcn Sintang Tahun 2006 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupatcn 
Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 
2013 (Lembaran Daerah Kabupatcn Sintang Tahun 
2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Dacrah 
Kabupaten Sintang Nomor 3); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemcrintah Kabupaten Sint.ang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sint.ang Tahun 2008 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten 
Sintang Nomor l); 

•. 

Mcnctapkan 
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a. pclaksana ... 

(6a) 

Oalam hal pclaksana Perjalanan Dinas 
mclaksanakan pcrjalanan kc luar dacrah 
kabupatcn tidak mcnggunakan biaya 
penginapan scbagaimana dimaksud pada ayat 
(5), berlaku ketcntuan scbagai bcrilrut: 
a. pclaksana pcrjalanan dinas dibcrikan biaya 

pcnginapan scbcaar 30% (tiga puluh pcrscn) 
dari standar biaya pcnginapan kc luar 
daenlh kabupatcn sebagaimana tcrcantum 
dalam Lampiran 111 Pcraturan Bupati Sintang 
Nomor 139 Tahun 2016 tcntang Standar 
Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan 
Pcmerintah Kabupatcn Sintang Atas Beban 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah 
Kabupatcn Sintang Tahun Angganui 2017; 

b. biaya pcnginapan scbagaimana dimaksud 
pada huruf a dibayarkan sccara lumpsum. 

Dalarn hal pclaksana Perjalanan Dinas 
melo.ksanakan perjalanan kc luar dacrah 

rovinsi tidak mcnggunakan biaya pcnginapan 
~bagiumana dimaksud pado ayat (5), bcrlaku 
ketentuan aebagal beri.lrut: 

(6) 

Pasal 8 

2. Ketcntuan Pasal 8 diubah, ayat (6) diubah, diantara 
ayat (6) dan ayat (7) disisipi ayat baru yaitu ayat (6a), 
diantara ayat (12) dan ayat (13) disisipkan 2 (dua) ayat 
baru yaitu ayat (12a) dan ayat (12b), ayat (16) diubah, 
schingga Pasal 8 ayat (Sa), ayat (Sb), ayat (6), ayat (6a), 
ayat (12a), ayat (12b) dan ayat (16) bcrbunyi scbagai 
berikut: 

Ketcntuan Pasal 6 diubah, ayat (12) diubah, diantara 
ayat ( 12) dan ayat ( 13) disisipkan ayat baru yaitu ayat 
(12a), ayat (15) diubah, sehingga Pasal 6 ayat (12), ayat 
(l 2a) dan ayat ( 15) bcrbunyi sebagai bcrikut: 

Pasal 6 

( 12) Perjalanan Dinas Pejabat Negara dapat 
didampingi oleh Istri/Suami sepanjang 
dipandang perlu pendamping. 

(12a) Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD dapat 
didampingi oleh Istri/Suami sepanjang ada 
undangan yang di dalamnya tercantum wajib 
didampingi lstri/Suami. 

( 15) Petjalanan Dinas Sckretaris Oacrah dapat 
didampingi oleh Istri/Suami scpanjang ada 
undangan yang di dalarnnya tcrcantum wajib 
didarnpingi lstri/Suarni. 

1. 
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Jstri/Suami Pcjabat Negara mclaksanakan 
perjalanan dinas dalam rangka mendampingi 
Pcjabat Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (12) maupun dalam kapasitas 
sebagai Ketua Tim Pcnggcrak Pembina.an 
Kcscjahtcraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten 
Sintang atau Ketua Dewan Kcrajinan Nasional 
Dacrah (Dclcranaada) Kabupaten Sintang, biaya 
perjalanan dinaa digolongkan pada tingkat C 
dengan eurat tuga• dari Bupati. 

(6&) pclakaana ... 

(6) 

Pasa.111 

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, ayat (6) diubah, diantara 
ayat (6) dan ayat (7) disisipi 3 (tiga) ayat baru yaitu 
ayat (6a), ayat (6b) dan ayat (6c), ayat (7) diubah, 
menambah 2 (satu) ayat baru yaitu ayat (8) dan ayat 
(9), sehingga schingga Pasal 11 ayat (6), ayat (6a), ayat 
(6b), ayat (6c), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) berbunyi 
scbagai bcrilrut: 

(16) Biaya transportasi ke luar dacrah kabupaten 
bagi Istri/Suami Pcjabat Negara, Pimpinan 
DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (12), ayat (12b) dan ayat 
(14) dapat menggunakan moda transportasi 
udara. 

(12b) Bagi Jstri/Suami Pimpinan DPRD yang 
melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah 
dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat ( l 2a) hanya diberikan biaya 
transportasi, uang saku dan uang makan. 

8· pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya 
pengjnapan sebesar 30% (tiga puluh perscn) 
dari standar biaya penginapan ke Iuar 
daerah provinsi sebagaimana tercantum 
dalani Larnpiran Ill Peraturan Bupati Sintang 
Nomor 139 Tahun 2016 tentang Standar 
Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2017; 

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dibayarkan secara lumpsum. 

(12a) Bagi Istri/Suami Pimpinan DPRD yang 
melaksanakan perjalanan dinas kc dalam 
daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (128) hanya diberikan biaya 
uang saku dan uang makan. 

GJ02J2 



4. Kctcntuan ... 

Biaya pcrjalanan dinas be.gi Pegawai Ncgeri Sipil 
yang ditunjuk oleh Pejabat Negara sebegai 
Pelaksana Tugas suatu jabatan, digolongkan 
sesuai dengan golongan kcpangkatan dan 
jabatan dcfinitif Pegawai Ncgcri Sipil tersebut 
diluar rugasnya sebagai Pelaksana Tugas dcngan 
mcngacu p9:da pcnggolongan tin~.tan 
sebogaimana dunaksud pada ayat (1) Paea.l iru. 

(9) 

(8) 

(7) 

Oalam hal Pejabat Negara scdang melaksanakan 
tugas, maka SPT Kctua Tim Penggcrak 
Pcmbinaan Kescjahtcraan Keluarga (TP-PKK) 
Kabupatcn Sintang dan Kctua Dewan Kerajinan 
Nasional Oacrah (Oekranasda) Kabupatcn 
Sintang scbagaimana dimaksud pada ayat (6) 
ditandatangani olch Sekrctaris Oacrah. 

lstri/Suami Sckrctaris Oacrah dapat melakukan 
pcrjalanan dinas dalam rangka mcndampingi 
Sekrctaris Oacrah scbagaimana dimaksud dalam 
Pa&al 6 ayat (15) dcngan biaya pcrjalanan dinae 
digolongkan pada tingkat C dcngan surat tugas 
dari Bupati. 

!stri/Suami Sckrctaris Oacrah dalam 
mclaksanakan pcrjalanan dinas kc luar daerah 
scbagaimana dimaksud pada ayat (7), fasilitas 
transportasi moda transportasi udara 
digolongkan pada tingkat B scbagaimana 
tcrc:antum dalaln Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(6cl 

ls~/Suami Pimpinan OPRD dapat mclakukan 
perialanan dinas ke luar dacrah dan ke dalam 
daerah dalam rangka mcndampingi Pimpinan 
DPRD scbagaimana dimaksud daJam Pasal 6 
ayat (12a) dcngan biaya perjalanan dinas 
digolongkan pada tingkat C dcngan surat tugas 
dari Pimpinan DPRD. 

lstri/Suami Pejabat Negara dan Pimpinan OPRD 
dalam melaksanakan pcrjalanan dinas kc luar 
daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (6) dan 
ayat (6a), fasilitas transportasi moda 
transportasi udara digolongkan pada tingkat A 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini, 

G:til2J3 
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(12) Pertangungjawaban ... 

( 11) Pertanggungjawaban biaya transportui 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d 
dan huruf e wajib melampirkan bukti pcmbelian 
Bahan Bakar Minyak di kota tempat tujuan 
perjalanan dinas. 

(I la)Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar 
daerah bagi pelaksana pcrjalanan dinas yang 
menggunakan kendaraan dinas operasional atau 
kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf e, diberikan dengan 
memperhitungkan biaya bahan bakar minyak 
yang telah dikeluarkan scsua.i dengan biaya yang 
tercantum da.lam bukti pembelian Bahan Bakar 
Minyak maksimal scbesar atandar biaya 
transportasi darat ke kola tempat rujuan 
perjalanan dines. 

( 11 b)Khusus untuk perjalanan dinas ke luar daerah 
menggunakan ke.ndaraan . pribadi, aelain 
melampirkan bukti pembehan Bahan Bakar 
Minyalc scbagaiman~ dimaksud pada ayat (11), 
juga wajib mewnptrkan fotocopy Surat Tanda 
Nom.or Kcndara.an (STNK) acaa nama yang 
mcJakaanaJ(an pcrjalanan dinaa. 

5. Ketcntuan Pasal 35 diubah, ayat (11) diubah, diantara 
ayat (11) dan ayat (12) disisipi ayat 2 (dua) ayat baru 
yaitu ayat (Ila) dan ayat (11 b), ayat (12) diubah, 
sehingga Pasal 35 ayat (11), ayat (Ila), ayat (l lb) dan 
ayat ( 12) berbunyi scbaga.i berikut: 

Pasal 35 

Pasal 14 

Biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas jabatan 
scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 huruf d 
diberikan berdasarkan volume kendaraan, dengan 
standar yang merupakan batas tertinggi dengan 
mempertimbangkan jarak tempuh tcmpat tujuan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan 
Bupati Sintang Nomor 139 Tahun 2016 tentang 
Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupatcn Sintang Atas Behan Anggaran 
Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupatcn Sintang 
Tahun Anggaran 2017. 

Ketentuan Pasal 14 diubah schingga Pasal 14 
berbunyi sebagai berikut: ' 

4. 



?asal II ... 

Deogan berlakunya Peraturan Bupati ini, make 
Peraturan Bupati Sintang Nomor 139 Tahun 2016 
tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di 
LingkUngan Pemerintah Kabupat.en Sintang Atas 
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah 
Kabupateri Sintang Tahun Anggaran 2017 masih 
tetap berlaku sepanjang m~~nai hal-hal yang 
tidak diatur dalam Peraturan iru. 

(2) 

Ket.entuan-ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 
Mei 2017. 

Ill 

7. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pesa! 39 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 39 

6. Lampiran XVJU Peraturan Bupati Sintang Nomor 139 
'fahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas 
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Serita 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 139) 
diubah sehingga Lampiran 111 berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupak.an bagiao 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(12) Pei:anggungjawaban perjalanan dinas bagi 
lstn/Suami Pejabat Negara, Pimpinan DPRD clan 
Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (12a), ayat (15) dan ayat (16), berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Bagi lstri{Suami Pimpinan DPRD wajib 

melampirkan undangan yang di dalamnya 
tercantum wajib didampingi lstri/Suami; 

b, Bagi lstri/Suami Sekretaris Daerah wajib 
melarnpirkan Disposisi dari Pejabat Neg;ua 
kepada Sekretaris Daerah untuk mewakili 
Pejabat Negara dengan undangan yang di 
dalamnya tercantum wajib didampingi 
lstri/Suami. 

0;1~lJS 



Diundangkan di Sintang 
pada tanggal 2 Mei 2017 

Agar se.tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Btipau iru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Smtang. 

Paaat n 
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 



'I ICelllarp untuk keperluan oebepimana 
do!un Pue.I 20 (dua puluh) . 

11. PELAKSANA 
I/ PunplonAI 
Tw11111;.,I/CPNS/l'TI' cllln&bud 

OOL K EKONOMI EKSEKl11'1F KEU\S UA 

EKONOMI EKSEKUTtP KELAS llA J 

EKONOMJ EKSEKVl'IF KELAS llA 

EKONOMJ EKSEK\ITIP KEV.S UA 

H 

EKONOMI EKSEKVl'IF KE.LAS llA G 

EKONOMI EKSEKU'l'IF KELAS 11A F 

EKONOMl EKSEKU'T1F KE.LAS 11A E 

4. ADMINISTRATOR 
{GOLONGAN IV) 

5. ADMINISTRATOR 
{GOLONOAN 111) 

6. PENGAWAS /FUNGSIONAL 
AHLI (OOLONGAN IV) 

7. PENOAWAS /FUNOSIONAL 
AHU (OOLONOAN Ill) 

8. PELAKSANA GOL IV 

9. PELAKSANA GOL 
Ill/ Fungalonal 
Terampil/CPNS/ PM' 

10, FELAKSANA GOL 
II/ Fungaional 
Terampil/CPNS/P'M' 

EKONOMI EKSEKU'T1F KELAS 11A 0 

EKONOMI EKSEKU'l1F KELAS I B c 
2. SEKRETARIS DAERAH 

3. PIMPINAN TINGOI 
PRATAMA / ANOOOTA 
DPRD 

BISNIS B EKSEKU'l'IF KEV.S I A 

EKSEKUTIF KEV.S I A BISNlS A I. BUPATI, WAKIL BUPATI 
DAN PIMPINAN DPRD 

3 4 5 6 2 

TIIIGltAT IIODA TllAll8POltTA8I 
PBRJALAIIAlf PUAWAT B'Ja/ ILU'.&J. 

DIXA.1 ODUA X&R&TA API LAUT 
PEJABAT 

IIEOARA/PIIS/ CPll8/P'l'T 110 

FASILITAS TRAR8PORT BAGI PEJAJIAT JIIEGARA/Pl:JAIIAT DADAB LAIIUff'A 
DAN KELUAROA, PBGAWIJ lfl:GICRI 81P1L DAX KJCWARGA, CAI.Oii PZGAWAI 

1'ltGBRI 8IPIL DAii PBOAWIJ TIDAK TBTAP 

PERATURAN BUPATI SINTANO 
NOMOR : 37 TAHUN 2017 
TANOGAL 2 MEI 2017 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINl'ANG 

NOMOR 139 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR 
BIAYA PERJAUNAN DINAS DI UNGKUNOAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN 
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAfl 
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANOOARAN 2017. 

I,AMPIRAN 
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